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BUPATI BARITC SELATAN
FRO'VT Ff Si KALildAi'{TAi,{ ?ENGAH

PERATURAN DAERAH TLABUPATEN BARITO SELATAN

?AI{UN 2019NOMOR

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN R,{HMAT TUI]AN YANG MAI{A ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat il)
Feraturan fuIenteri Daiam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 1ICI
?atir.rn 2015 ten+"ang Ba<Ian Fermusyawaratan Desa periu
rrrenetapkan Peratura.n Daerah tentang Badan Perumrsyawaratan
Desa;

l" . PasaX 18 ayat {6i Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahua 1953 tentang
Perpanjangan Pearber-rtiikan Daerah Tiagkat II di Keiimattaa
{Lernbaran Negara Tahua 1953 Nomor 9} sebagai Undang-
Undang {Lernbaran Negara Tahun 1959 Nomor Z2,Tatnhahan
Lernbara*'r Negara. Repubtrik Indonesia Nomor iB2Oi;

3. l-Indang-lJndang Noraor 6 Tahun 2A14 tentang Desa
ilembaran Negara Repubtrk indsnesia Tahun 2C,14 Nomar T
?arnbahan t ernbaran Negara Republik indonesia moraor
saes];

4 " Undang-{Jndang Nomor 23 ?ahun 2 14 tenta-ns
Femerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
m- t--- -- inl /l \f . -. ..-.. n A i m-,--1- -1- - - T'iAIjuit '2U i4 Nomor '244, i'atItirairafl. Lembarail Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana tela.h
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
* Tairun 20 "L S tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2O15 Nonror 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
567e|;

5" Unda:ag-Undang Nornor 3O Tahun 2A14 tentang A<irninistrasi
Pemeri.ntatran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nonaor 292, Taa:.bahan Lernbaran Negara Republik
Indcnesia Nornor 55CI1h

s&tuffiw&rffi
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6. peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang

Peraturan Peiaksanaan Unriang-Undang i'{omor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 11 Tahun
2OLg tenta-ng Peml-raha-n Kedua Atas Perati:-ra=n Pemerinta-h

Nomor 43 t"trt 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan
undang-undang Nomor 6 Tahun 2a74 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2c19 Nomor 4 L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632t\;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubilk Indonesia Tairun 20i5 i..iomor 2O36i, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor
12O tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 8o Tahun 2ol5 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No(nor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 89);

BAB,I . '

:

KETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Fernerintah Daerah adalah tsupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan

koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah
kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan trrgasnya
memperoleh peiimpaha-n kewena-ngal Per-nerintahan cl-an:i

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dan menyelenggarakan tugas ltmum
Pemerintahan.

7.

8.

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA.H KABUPATEN BARITO SELATAN
.. .r.,, . , ,i,

' dan':t'-

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:
:. . :.

Menetapkan : PERATURAN,DAERAH.TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.



5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
narna iain, yarrg seianjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
d-anfatau hak tradisiona-l yarrg dialc.r-i dan el-ihormati
datam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemerin*uah Desa adalah Kepala Desa a'r-au y-ang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai llnsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa adaiah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan :narrla_ lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasar-kan keterwakiian wilayah dan ditetapkal secar-a
demokratis.
Kepala Dela adalah Pejabat 

. 
F,"*,q..i:tah..Desa yang

mempunyai wewcnang, tugas darr kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
D*at*h, ,', '
Dusun adalah ba*an wilayah dalam desa yang
mer*p'akan .lii1.g ag rja''pglaksaraan pemerintahan

Kepala ,DuqU+, adal@, Peleksana Kewilayahan yang
firerupakan,'iJtrrsur,pe-.nibAntta:,,(epa1a Desa sebagai satuan
tugas kewilayahan.
Musy.a-ryarah,.Sesa a g disebut dengan nama lain
adalah-,.,,'' 3v{uty.a*era}l.r*ii:tar+ :.'Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerint$ D_Csar.'da-n"unsur masyarakat yang
diselenggarakan'.'$fsfu ,,,Badan', P..ermusyawaratan Desa
untukr',xqeny:ep. akati halr},'arig. be'rsifat strategis.
Rukun' Warga, .l#ltuk aetrlinjutnya disingkat RW atau
sebutan laingrya. ad*lah',biagian dan wila-yah kerja Lura-h
dan merup ',: ,lernbaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya ditetapkan
oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau
sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat daiam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Forum Musyawarah Penvakilan adalah forum
musya\rrrarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara
teritorial dengan menjamin keterw-akilan perempuan
untuk pengisian keanggotaan BPD.
Pengawasan kineq'a Kepala Desa adalah proses
rrroniioring dal e-v-aluasi BPD terhadap pelaksanaarr trigas
Kepala Desa.

ta(r.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

L4.

15.
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t7.

18.

L9.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang seianjutnya disingkat LifPD atau yang ciisebut
dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada
BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa- dalam
satu tahun anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
eliseLrut APBDes ada-lah rencatra- keua:rgan ta-hunan
pemerintah desa yang dibahas dan disehrjui bersama oleh
pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan
n^-^+-rt]t ic LLtr icll -Lcsia.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
ciisepakati bersama BPD.
Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut
Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa
untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota
BPD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAI{ DAN RUANG LINGKUP

24.

pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk
memberikaq kepastianrhukum terhadap BPD sebagai lembaga
di Desa yang melaksarrakan fungsi Pemerinlahan Desa.

.,Pasal 3r 4-9.

Trrjuan Pengaturaf-r BPD daiqn Peraturan Daerah ini untuk :

a. mempertegasr', peran .,.,.BPD dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

b. mendorong ' BFD r-r:r'egar : mampu menampung dan
menyalur.kan aspirasi magSrarakat Desa; dan

c. mendorong BPD dalam ' mewujudkan tata kelola
,pemerintahan yang baik di:Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c. peraturan tata tertib BPD;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pendanaan.



BAB III
I(EAIIGGOTAAN BPD

Bagiaa kesatu

Anggota BPD

(1)

(21

(31

{41

(u

Pasal 5

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan
perempuan yang pengisiannya dilakukan secara
demokratis melalui proses pemilihan secara langsung
atau musyawaral: perrxr. akilan.

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima!
orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 memperhatikan jumlah penduciuk dan
kemampr-ran keualgan desa,

Wiiayah sebagaimana dimaksud pacia ayat (i) merupakan
wilayah dalam desa yakni wilayah dusun, RW atau RT.

,_'..i , ,:..',.:::;... PASd..6

Unttrk r*Cne11 ,.,ill,ggota BPD sebagaimana
dimakg+ad ,Pa@E,ayat {2} dengan perhitungan:
a. jarrrtah pq duk.Sqryfai deagan 5.OOO jiura, arggota-

BPD 'termaSqk i.Ke,trie darr .Sekretaris berjumlah 5
orang;

b. juml pQ tik'.,@l sampai dengan 1o.ooo jiwa,
anggetaH',p ,t91ry-r,a-$l--r!KetuadanSekretarisberjumlah
z 6ra*$ d r

c" j ,penduduk'iebih.1ieii 10.OOO jiwa, anggota BPD
te Ke,Fia daa Se.kre s berjumlah 9 orang.

Keterwakiklq .,.pqre,glp i'dari jumiah anggota BPD
sebagaim-ana dinr*aksud daiam Pasa1 5 ayat (1) minimal 1

(satu) orang tanpa melihat keterwakilan wilayah.
Keterwakilan wilayah dari jumlah anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1), bagi yang
keterwakilan anggotanya menggunakan wilayah RW atau
RT adalah:
a. bagr desa yang tidak memiliki Dusun, jumlah

keterrvakilan aaggota BPD berdasark-an wilayah ada-lah
hasil bagi dari jumlah mlRW dibagi jumlah anggota
BPD dikurangl 1 (satu) keterwakilan perempuan.

b. bagi desa yang memiliki Dusun, jumlah keterwakilan
anggota BPD berdasarkan wilayah adalah hasil bagi
dari jumlah RT/RW dibagi jumlah anggota BPD
diicurang 2 (dua) keterwakilan perempuan dan
keterwakilan Dusun.

{21

(3i
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c. Pembagian wilayah RT/RW dihitung secara
proporsionai oieh panitia berdasarkan jumiah
penduduk di wilayah RT/RW tersebut menyesuaikan
dengan jumlah keterw'akilan.

{4) Untuk keterwakilan Dusun dipilih oleh warga dari Dusun
setempat.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakiian

wilayah; dan
b. pengisian anggota BPD berdasarkan

perempuan.
keterw-akilan

(1)

(21

tq

(4)

{21

(3)

(5)

(1)

Pasal 8

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan
untuk memiiih caion anggota BPD dari Llnsur wakil
wilayah pemilihan dalam desa.

Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

aciaiah masyarakat ciesa yang memenuhi syarat dari
wilayah pemilihan dalam desa.

Wiiay-ah pemiiihan dalarn desa sebagairrrana dimaksud
pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa
yang. telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah
tertentu cialarrl',k€anggo-taan BPD.

Jurnlah alggota BP,D dari masing-masing wilayah
sebagaimana ciimaksud pacia ayal (4) ditetapkan secara
proporsional dengaq rr.remperhatikan jumlah penduduk.

Pembagqn w-ila5rah pemilihan dalam desa ditetapkan dan
diatur dalam tatatertib Panitia.

Pasal 9

Pengisian anggota, BPD berdasarkan keterwakilan
perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b, ciilakukan untuk memilih 1 (saiui orang perempuan
sebagai anggota BPD.
Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat
calon anggota BPD serta rnemiliki kernampuan dalarn
menJruarakan dan memperjuangan kepentingan
perempuan.
Pemilitran nrrsur wakil perernpuan sebagairnana
dimaksud pada aSrat (1) dilalc.rkan oleh perempiian \vai'ga
desa yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat.

6



(1)

(2)

(3)

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(1)

Pasal 1O

pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayal (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian
Anggo*.a BPD yang dibentuk oleh l1,-epala Desa untuk
menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD'
Panitia sibagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak berjumlah L 1 (sebelas) orang yang terciiri
atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang
dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang'
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

meiakukan penjaringan dan penyaringan bakal caion
anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
masa keanggotaan BPD berakhir.

Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di
tetapkan sebagai calon anggota BPD'

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {2\paling lambat 3 (tiga} bulan sebelum masa
keanggotaan BPD beraichir.

Tugas, lararlgan, hak dan kewajiban Panitia sebagaimana
dimaksud dalam Pa.sal, 10 ayat (1) diatur lebih lanjut
daiam Peraiuran Bupaii,

Dalam melaksanakan , tugasnya, panitia sebagaimana
J:-^1,^,.1 ^^A^Luu..clnDLrLr pd*rd aya*' (1), bcrtalgg'.ing1a-wab kepada I(epala
Desa.

{2)

Pasal 13

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD
ditetapkan . inelalui proses pemilihan langsung
sebagaimana dim-aksud daiam Pasai 5 ayat (1), paniiia
pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon
anggota BPD oleh unsllr masyarakat, harus memenuhi
syarat dan kriteria sebagai berikut :

a. mempunyai hak pilih;
b. memiliki e-KTP setempat; dan
c. jumlah peserta harus ganjil.

Jika terdapat lebih dari 1 (satu) calon memperoleh jumlah
suara ierbanyak yang salna (daiam satu wiiayah
pemilihan), maka dilakukan pemilihan ulang (bagi calon
yang memperoleh suara terbanyak yang sama).
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(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD
ditetapkan meialui proses musyawarah perwakiian, caion
anggota BPD dipilih oteh unsur wakil masyarakat yang
mempunyai hak pilih sebagai herikut:
a. Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa

1 (satu) orang;
b. Unsr-rr RT 1 {satu} ora-ng;
c. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 1

(satu) orang;
d. Unsiir PKK i (satu) orang;
e. Unsur Karang Taruna 1 (satu) orang; dan
f. Unsur Tokoh Masyarakat 2 (d:ua) orang.

Dalam ha1 musyawarah perwakilan sebagaimana
dimaksud pada a5rat (3) tidak tercapai mufakat, dilakukan
rrreiaiui pernung-u-r-an suara secara terbuka.

Dalam ha1 hasil pemungutan suara secara terbuka
sebagaimana dimaksud pada a5rat i4i tidak tercapai
karena terdapat calon yang memperoieh jumlah suara
yang sama dilakukan pemilihan ulang.

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD
dengan suara terbanyak.

Pengisian keanggotaan BPD melalui keterwakilan wilayah
dan perempuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
LIi rh^+iu i/ija Ll.

Calon ,anggota:, BPD terpitih disampaikan oleh panitia
kepada Kepala Desa palinglarna 7 (tujuh) hari sejak calon
anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disarnpaikan,,oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui Car-r:at ,p€lingi lama 7 (tduh) hari sejak
diterimanya hasil pemitifr"tt dari panitia pengisian untuk
diresmikan cleh Bupati.

Pasal 15

Penundaan peresmian calon anggota BPD terpilih
dilakukan dalam hal :

a. allggota BPD terpiiih ciitetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
dan/atau;

b. anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai terdakwa
,vang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan.

Pembatalan peresmian calon anggota BPD terpilih
dilakukan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan
bersaLah at-a.u terpidana berdasarkan putusan pengadiian
yang telah memperoleh kekuata"n hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (iirna) tahun aiam lebih;

(4)

(s)

(6)

(7t

(1)

(21

(1)

{21



(3)

(4)

(s)

Calon anggota BPD yang dibatalkan peresmiannya
ciigantikan oieh caion anggota BPD nomor urut
ueritcutnya berdasarkan hasil pemilihan dari wilayah
pemilihan anggota BPD yang digantikannya.

Dalam ha] calon anggota BPD nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meningga"l dunia,
mengundurkan diri aiau titiak iagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon
anggota BPD nomor urut berikutnya.

Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) juga meninggal
dunia, mengundurkan diri atam tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak
terdapat lagi calon dengan nomor urut berikutnya, maka
BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian
anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi
kekosongan.

Tata cara pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada aSrat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

perta$ia atau *ederqiat; . '

bUkan, sebagai ftraagkat' Pemerintah Desa;
bersedia, diealonkan i ri-le4iqdi arrggo'ta BPD ;

w^kil' grerrduduk, desa,y.4 g dipilih secara demokratis ;

bertempat .diwilaYah Pemilihan;
sehat jasm i,',rdhani'dan bebas narkotika, obat-obat
terlarang dan zat adiktif lainnya;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hr:kum tet-ap karena melakr-rkan tindak pidana- yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 {lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkal secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulalg (residivis;
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hulrum tetap;

(6)

(1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
a. Warga, Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang iviaha Esa;
c. mernegang .,.., ,,, d84 mengamalkan Pancasila,

melaksan Uuif&g-Undeng Dasar Negara Republik
Incionesia Tahun i9c+5, serta mempertahankan dan
m h t<e*.tuban Negara Republik Indonesia dan
Bhio+eka.:T.-}rnggal Ik&;

d. berusia p ,.re.gdaih ZO (dua puluh) tahun atau
sudah / peryutt *"ttikah;

e,.be.-r-pe#idi.kqEl.p3q{.r€5endakr,taryratsekolahmenengah

f.
€t

h.
i.
j.

k.
1.

I

m.



(1)

(2t

(31

n. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan
daiam keanggotaan BpD, ridak meiebihi Z (dua) masa
periodisasi termasuk pAw dan jabatan dalam
keanggotaan BPD yarg sedang diduduki;

o. tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat,
Panghulu dan Mantir Adat;

p" Dalarg Kepala Ada-t, penghulu d_an Mantir Ada_t yaxg
ingin mencalonkan diri sebagai Anggota BpD *4iU
berhenti dari jabatannya;

q. Calon Anggoia BPD yang berstatus sebagai pegawai
Negeri sipil wajib mendapat izin dan pejabat pembina
kepegawaian.

(2irata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf q diatur lebih laqiut dengan peraturan Bupati.

Bagian kedua
Peresmian Anggota BpD

Pasal 17

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati pating iama 3o (trsa puluh) hari sejak <iiterimanya
Iaporan hasil pemilihan anggota BpD dari Kepala Desa.
Kep-utusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai bertraku sejak tanggal pengucapan sumpah Oan jan:i
anggotaBPD. 

J @ r--o

Pengqe.apqa s-urmpah janji,'anggota BpD dipandu oleh
Bupafi atam pej ,1rang ditunjuk pating lama 30 (tiga
puluh) ;,. fuari.,: ej$.,"1$,!-p-rbitl<&{rn]ra Keputusan nupati
mengenai p ta BF-D.

t1sal.18
Masa keanggcta4,aer,,selarna 6 (enam) tahun terhitung

4a sumpah /iarii.
di sud pada ayat [1] dapat

dipilih untuk m keangota.an paling-banyak 3 (tiga) kali
secara berfurut-tumt atau tidak secara berturut-turut.

Pasa.l 19

Anggota BPD,,.' sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sarna dihadapan
masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

susunan kata sumpah/ianji anggota BpD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badin
Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilrrya; bahwa saya akan selalu iaat
dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1g4S serta melaksanakan
segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagr Desa, Daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia".

(1)

l'2]

(1)

(2t
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Pasal 2O

(U Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 a-Yat {2)',
didampingi oieh rohaniawail sesllai d.engan agarnaf aiiran
kepercayaan masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pacia ayat i1), anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya

bersumpah";
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan

frasa uDemi T\rhan saya berjanji" dan diakhiri dengan
frasa "semoga Ttlhan rnenolong saya";

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi
Budha'; dan

d. Hirrdu, diawa-ii dengan frasa "Orr^r Atakr
Paramawisesa'.

e. Khonghucu, diawali dengan frase "Di bawah
kekuasaan Tirian, cii bawah bimbingan i'{abi Kong
zi"

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana
riimaksuci pada ayat (li diianjutj<an penanciatanganan
Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 21

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji
sebagaimana ciimaksuci ciaiam Pasal 20 ayat (3), wajib
mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, ,Provinsi,, atau Pemerintah Kabupaten yang
membidangi.

Pemberheiltian Anggota BPD

P asal 22.:
(1) Anggota lPD berhenti karena:

a. meninggal dunia; . ,::
b. mengundurkan ciiri; atau
c. diberhentikan.

(21 Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
bertrrrut-trrrut selarna 6 (enarn) bulan tanpa
keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar laramgan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah ljaraijabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana dengan
ancarnan pidana pedara 5 (lima) tahun atau lebih;

11



h. tidak menghadiri rapat paripurna danf atau rapat
BPD iainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya
sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan
yang sah;
Adanya perubahan status desa menjadi kelurahal,
penggabungan 2 (dua) desa atam lebih menjadi 1

(sat-i-:) desa banr-r, pemeka-ran a-t-ar-t pengha-pi-rsan el-esa-;

bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
di'uetapka.n sebagai Perangkat Desa; dan I aiau
ditetapkan sebagai Damang, Pangulu atau Mantir
Adat.

i.

j.
k.
'|
I.

m.

(1)

t2)

Pasal 23

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan
BPD berriasarkan hasii musyawarah BPD kepacia Bupati
melalui Kepala Desa.
Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian
anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lalrra 7
(tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
Camat menindaklanjuti usuLan pemberhentian anggota
BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak

t3l

diterimanya usul Pemberhentian.
(4) Bupati rrreresmikan pemberhentiarr anggota BPD paiing

lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian an ggota FPD.(5) Peresmialr pemberhentian anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(1)

{2\

(3)

I A\
t'f i

Bagian keemPat
Pe m'nerhentian Semeniara

Pasal 24

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, danlata:u iindak pidana
terhadap keaman44 negara.
Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara
berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan
pemberhentian sebagai pimpinan BPD-
Dalam hal anggota BPD ditrerhentikan sement-ara t-idak
mendapat tunjangan sampai ada putusan yang
berkekuatan hukum tetaP.
Dalarn ha1 piinpinan BPD dibei'hentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat(21, pimpinan BPD lainnya memimpin
rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian kelima
Pengisian Anggota BPD Autarwaktu

Pasal 25

(i) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh
calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan
hasii pemilihan anggoia BPD.

t2



{21

(3)

Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya
sebagaimana ciimaksuci paria ayat (i) meninggai ciunia,
mengund.urkan diri atau tidak lagr memenuhi syarat
sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota
BPD nomor urut berikutnYa.
Dalarn hal calon anggota BPD nomor r.rrut berikutnya
sebagaimara- climakst:-d pada- aya-t- (2) jr:ga meninggal
dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak
tirdapat lagi calon Cengan iiomor uru*u berikutnya, maka
BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian
anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi
kekosongan.

(4) Tata cara penglslarl
pada ayat (3) diatur

Anggota BPD sebagairnana dimaksud
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Paling lama 7 (tduh) hari sejak anggota BPD yang
diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa
menyampaikan usuian nama caion pengganti anggota
BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

{2) Paling lama 7 (tduh} hari sejak diterimanya usulan
anggota BPD yang diberheniikan antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota
BPDyang d,iberhea:tikan kepada Bupati.

(3) eupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi
a,nggota- BPD'denganr,Keputusarr Bupati paling lama- 30
(tiga puluh) hari'sejak disampaikannya usul penggantian
anggota BPD, dari KePala,Desa.

i4) Peresmian anggo'r.a BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan
dipaqdu oleh Bupati atau pejabat yang.ditunjuk.

(5) Setelah penggciapaa' sumpahTjanji sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan
Berita Acari Pengqcapan Sumpah/Janji-

(1)

lzl

(1)

P:as;al2T

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa
masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
Iv{asa jaba'ran sebagaimana dima}rsiid pada ayat (1)

dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 28

Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan
apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan
kurang dari 6 (enam) bulan.
Keanggotaan BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
(2\
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Bagian keenam
Larangan Anggota BPD

Pasal 29

Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan rlmlrm, meresahkan sekelompok

masyai:akat desa, cian menciiskriminasikan \Marga aiau
golongan masyarakat desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengamhi keputrrsan atau. tindakan yang akan
dilakukannya;

c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
p marar*lsan ia1:aiaa ooL*^^^.i T"^^^1^ I-\^-^ l^- D^*^-^1-^+L. rIlLIcLlIEAa-H Jaua,Lo-rr o\rU.16ij.r ruljar.ia:1 iJEsie iJiiji --Eiil"liiai\iaL

Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Incionesia, Dewan Perwakilan Daerah Repubiik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan da-lam peraturan
Perund angan-und"angan ;

g. sebagai pelaksana proyek d.esa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi aqggota dan/aiau pengurus organisasi terlarang.

-*.
I{ELEilIBAGAAN BPD

Fasal SO.f rf,I}lq,t

.:(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

?. Pimpinan; dan
b. biriaiig.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf
a +crAiri atao.A LUI UII A ALA r> -

a. 1 (satu) orang ketua; '. :

b, 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. i (satu) orang s'ekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
L^--l:--:LCIUII'I ALA\i :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pembinaan Kemasyarakatan; dan

b. Biciang Pembangunan Desa cian Pemberciayaan
Masyarakat Desa.

{41 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh ketua bidang;

(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai
anggota BPD.

L4



Pasal 31

(1) Untuk mendukung peiaksanaan tugas kelembagaan BPD
diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

i2\ Pengangkatan tenaga stai aciministrasi BPD ciitetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.

(3) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional
bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(4) Ketua BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga
staf administrasi BPD.

(5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat
menjadi staf ad"minis.,-rasi dan pendanaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

(1)

{21

(3)

(4)

Pasal 32

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3O ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD

1--^-^--,^- S^1^--- nnn --^-- l:^l^l-^Secai a iaiigsurrg Oaiafii i-apa*L tJrij yang CiiaGaKall Secara
khusus.
Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang
sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) untuk pertama kali
dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota
termuda.
Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak
tan ggal peng'-re.apa11 sumpah /j anj i.
Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang
berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang
berlienti, dipirrrpirr oleh ketua atau pirnpirraii BPD iaiirriya
berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

(1)

(2)

'' , -. , ,.'Pasal 33

Pimpinan,dan ketua bidang sebagaimana dirnaksud dalam
pasal 3O ayat (U y4r1g , terpilih, ditetapkan dengan
Keputusarr BPD.

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
*--l^: l-^-r^1-- ^^+^I^l^ 

-^-l^^^rl-^- -^-^^^^L^- fa^*^fllrLllar-I ucl rir-hU. SELE.tct--tl lrrg.trLrdPcLLI^.cuI PLrrBESalrlillr L.allli:l.l

atas nama Bupati.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 34

BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

1-^--^-^ 1? ^^^1 ^ T-\^-^,l/\-l Dal.ara EUPtua uLJa.,

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
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Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 35

BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan mlrsyawarah BPD;
f. menyelenggarakanmusyau/arahdesa;
g. membentuk panitia i:emilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk

pemilihan Kepala Desa antarwalrtu;
i. membahas dan menyepakati i'ancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaiuasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;
1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan

Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
m. rnelaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

pe ratr-rran Pen-rnd an g- undan gan

, , Bagian ketiga
Pe nggaliaa- Aspirasi Masyarakat

' ,' .,'"Pasal 36:

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
{2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan 'laqgsung kepada keiembagaan <ian
masyarakat, desa termasuk kelompok masyarakat miskin,
masyarakat beikebutuhan khusus, perempuan, kelompok

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan
musyaiirarah BPD'yang dituangkan dalam agenda kerja
BPD.

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (U mengg"dnakan panduan kegiatan yang
sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran,
waktu dan uraian kegiatan.

t5i Hasii penggaiian aspirasi masyarakat Desa ciisampaikan
dalam musyawarah BPD.

Bagian keempat
Meaarapuag Aspirasi Masyarakat

Pasal 37
(1i Peiaksanaan kegiaian menampung aspirasi masyarakat

dilakukan di sekretariat BPD.
t?l Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

cii administrasikan cian disampaikan ciaiam musyawarah
BPD.
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(3) Tata cara penyampaian dan pengadministrasian asplrasl
masyarak.t *in.grimana riimaksuci paria ayat (2i ciiatas

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

(1)

(21

Bagian kelima
Pengelolaan AsPirasi MasYarakat

Pasal 38

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa rnelalui
pengaciministrasian cian perumusan aspirasi'
ir"n["a*inistrasian aspiiasi sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang
plmerintahan, pembangunan, pembinaan
L"*u."yr.rakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menganalisa dan memmuskan
aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada
Kepala Desa dalarrr rangka rfle-w-Lrjudkan ta-r-a keloia
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
ke sej ahte r aart masYarakat de sa -

peru*musan aspirasi sebagaimana eiimaksuci pacia ayat (3i

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

f3l

(4)

(1)

(2)

Bagian.keenaa
Penyaluran AsPirasi MasYarakat

'- ,t'',Pasal'39

BpD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk
iisan rian atau tuiisan.
Penyaluran aspirasi nrasyarakat dalam bentuk lisan
sebagaimana- dimaksud,pada ayat ( 1 ) seperti penyampaian
aspir?.qi'masfarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD

yang dihadiri KePala Desa.
ben11a1ur44 aspirasi masyarakat dalam bentr:k tulisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian
aspiiasil: melalui surat ' dalam rangka penyampaian
masukan 'b?gi , Pglryelenggaraan Pemerirr'uahan Desa,
permintaan' lieterangan kepada Kepala Desa, atau
p".ry"*paian rancangan Peraturan Desayang berasal dari
usulan BPD.
Penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana pada ayat

{1} diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati-

(3I

(41

Bagian ketujuh
PenYeleoggaraan MusYawarah BPD

Pasal 4O

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka
menghasilkan Kepuftrsan BPD terhadap hal-hal yang

bersiiat strategis.
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(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan
penyepakatan rancangan Peraturan Desa, Evaluasi
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan
pemberhentian anggota BPD.

(-3) BPD m-enyelenggarakan musyawarah BPD dengan
mekanisme, sebagai berikut:
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
b. mus5r-awai'ah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri

oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah
anggota BPD;

c. pengambiian keputusan ciiiakukan ciengan cara
musyarmrarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling
sedikit Yz (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah
^6^^^+^ DDn -.^-- L^l;-. l^-,d-r.r56rJLd- Df u J d,tLB lrcl-Lrrl , LlcLlr

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan
BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat
oieh sei<retaris BPD.

Bagian kedelapan
Penyelenggaraar Mus5rawarah Desa

(1)

(2j

', ,:,.:. ,,pasal 41

Mus5rawarah: ,DesA diselenggarakan oleh BPD yang
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
Iviusyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan
yang diikuti, o1eh, BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat' 'Desa untuk rnemusyawarahkan hal yang
bersifat strategis da-lam penyelenggaraan Pemerintahan
desa.
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

i r:iiri'::iU. PgI grluaarria..lil LlLScl",

c. kerja sama desa;
d. rencana investasi yang masuk ke desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdin atas:
a. tokoh a-d-a-t-;

b. tokoh agarn4
c. tokoh masyarakat;
.I +^1-^'l^ 

-^- 
l: l:l-^- .(r. LUll.L,rI PcrrLllLllfi.art,

e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
b. perwakiian keiompok perajin;
c. perwakilan kelompok perempuan;

(3)

(41

1B



(1)

lzl

d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan

anak; cian
e. perwakilan kelompok masyarakat tidak.mapan'

(S) Selain unsur *r."y.irkat sebagaimana.dimaksud pada

ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur
rnasyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyara-kat.
(6)MusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat

1t) plhksanaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Bagian kesembilan
Pembentuhan Panitia Pemiiihan Kepala Desa

Pasal42

BPD membentuk Pantia Pemilihan Kepala Desa serentak
dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu'
Fembentukan panitia sebagaimana ciimaksuci pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan BPD'

Pasal 43

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (ll
terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat'
tjumiah a4ggoia panitia riisesuaikan dengan beban tugas
dan kemampuan PembiaYaan. -Panitia sebagaimana dimaksud
bertanggungia$ab kePa'da BPD,
Dalam-tial anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan
kewajiban dapat diberll,entikan dengan Keputusan BPD.

' , .Pasalkl
panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (l)
me1al<ukan penjaringan dan penyaringan bakal calon
Kepaia Desa antarwaktu.
penyaringan bakal .,ca1og rKepala Desa menjadi calon
Kepala pesa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 3 (tiga) orang.
Dalam haf jumlah bakal calon yang mememrhi
persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi
iambahan dengan menggunakan kriteria memiliki
pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat
p*rtalaifan, ilsia dan pers5rara+.aI lain yang ditetapkan
Bupati.
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
kurang d.ari 2 (dua) orang, panitia mempe{panjang waktu
pendaftaran selama 7 (tqiuh) hari.
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD
Lerrr:nda pelaksanaan pernilihan Kepala Desa sarnpal
dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(1)

tzl

(3)

(4)

(i)

{21

pada ayat (1)

(3)

(4)

(s)
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t1)

(2)

Bagian kesePuluh
Penyeienggaraan Mo=y"*"rah Desa Khusus Untuk- 

Pemilihan KePala Desa AntarwaKu

Pasal 45

BpD menyelenggarakan musyawarah d.esa khusus untuk
pemiiihan Kepaia Desa antarwaktu.-Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana

dimlksuJ-pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan

calon Xepala Oesa yang diajukan panitia serta memilih
dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih'
For-um mlr_sya_wa-ra-i. Desa menyainpaikan ca-lon Kepala-

Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

panitia untuk disampaikan kepada BPD'

(3)

Pasal 46

BpD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) kepada Bupati pating LamaT

itujuh) hari sejak diterirnarr)/a laporan hasil pernilihan Kepala

Desa dari panitia Pemilihan.

Bagian kesebelas
Fembah4san dau PenYePakatan

Rancangan Peraturan Desa

, ' ?asia,I +'7

BPD' dan Kepala: Desa membahas dan menyepakati
rancarrgan Peiaturan Desa yans diajukan BPD dan f atau
Kepala Desa.
Pembahasan ranqaiiigaI Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada:ayat''(f I diselenggarakan oleh BPD dalam
mu$yawarah BPD.
Rancanga:r Peraturan,Desa ya-ng diu-sulkan Kepala Desa

sebagaimaoa d.irnaksud,pada ayat (1) dibahas terlebih
dahulu dalam rnusyawarah internal BPD paling lambat 10

{sepuluh} hui.i ke{a'uerhitung sejak raricai:igai'i Peraturan
Desa diterima oleh BPD.
pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa

sebagaimana <iimaksu<i pada ayat (i) antara BPD dan
Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 3O

(ti[a puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal
BPD.
setiap pembahasan rarrcar.gan Peraturan Desa dilakukan
pencatatan proses yalr:lg ditrrangka-n dalam notulen
musyawarah.

Pasal 48

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara
BPD dan Kepala Desa tidak rrrencapai kata sepakat,
musyawarah bersama tetap mengambii keputusan
dengan disertai catatan permasalahan yang tidak
disepakati.

20
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{21

(3)

(4)
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(21 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) ciapai diajukan oieh Kepaia Desa kepacia Bupati
rnelalui Camat disertai catatan pefinasalahan yang tidak
disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah
pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan
pembinaan.

{3) Tinclakla:-rirrt evah:asi clan oembinaan sel-ra-saimana\-, -J-_- t--- ,,- -----o-___-_------

dimaksud pada ayat (2| dapat berbentuk :

a. penghentian pembahasan; atau
1^ -^*1-:- --+,-1- +:-l^l,l^-:--+ -^-l^^1^^^^^ l^-u. Ptrrrrullrir"irJr LlrlL(-tl1 Lrll(lir-tl1ir-rrJLrL Pcllruir-rril-uil-rl Llil.Ir

kesepakatan ralcangan Peraturan Desa.
(41 Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat {3i huruf b dapat dihaciiri Camat atau
pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Bagian keduabelas
Pelaksanaan Pengawasar Kiaerja Kepala Desa

Pasal 49

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala
Desa.

{21 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintaha-n De-sa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) berupa monilqring dan evaluasi.

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa
sebagaim4na dimaksud dalasr Pasal 49 ayat (1) menjadi bagian
riari Laporan Kinerja EPD-

Bagian ketigabelas
Evaluasi Laporan Keterangan

Peny.eleaggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 51

(U BPD melakukan Evaluasi Laporan Keterangan
Penyeienggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1

(satu) tahun anggaran.
(3) Pelaksana.an evaluasi sebagairnatla dimaksud pada ayat

('! I dilakukan berdasarkan orinsio demokratis. resoonsif.r""-'r
transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) rrreliputi :

a. Capaian pelaksarlaan RPJM Desa, RKP Desa dan
APBDesa;

b. Capaian peiaksanaan penugasalr ciari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

2t



(s)

c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai
peraturan Perundang-unciangan ; dan

d. Prestasi Kepala Desa.
Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Pasal 52

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 1O

(sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
tserdasarkan hasii evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
b. meminta keterangan atau iniormasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan

(1)

lz)

bahan

(3)

t'ri

musyawarah desa.
Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf b, BPD tetap
melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan
memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
Evaiuasi LKPPD sebagairrrana dimaksud pada ayat (ii
menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Bagian keemPatbelas

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

, .r., ,PaSal 53

(1) Dalam rangka meneiptakan hubungan kerja yang
harnronis dingan P,er,nerintah Desa cian lembaga desa
lainnya, BPD dapat fiengusulkan kepada Kepala Desa
untuk rnembgntuk , .- Fon-rm Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa, atau,FKAKD.

t2\ Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atam FKAKD
sebagaimana dimaksud pada,ayat (1-) terdiri d-a-ri ilnsur
Ketua/Kepala kelembagaan Dbsa yang telah terbentuk.

(3) Forum Komunikasi Antar'Kelembagaan Desa atau FKAKD
sebagaimana dimaksud pada ayai (2), iiie'uapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas fonrm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyepakati rian menyelesaikan berbagai permasaiahan
aktual di desa.

BAB VI
HAK, KEUTAJIBAN DAN WEWENAITG BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 54

BPD berhak:
a- mertgawasi dan meminta

Penyelen ggar aafi Pe merintahan
Desa;

keterangan tentang
Desa kepada Pemerintah
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b.

C.

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemeriniahan Desa, peiaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa; dan
mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 55

BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan
evaluasi peiaksanaan tugas Kepala Desa.
Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada
ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pelapor:an penyeLenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Perayataan Pendapat

Pasal 56

BPD menggunakan hak menyatakan pendapat
berdasarkan Keputusan BPD.

Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(t) merupakan ikesibputan' dari pelaksanaan penilaian
secara cerrnat,:, dan'-,,objektif a'uas penyelenggaraarr
Pemerintahan Desa.

Peni'laian sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan
melaiui pembahasan <ian pendaiaman suatu objek
penyeJerrggaraan Pemerintahall Desa yang dilakukan
dalarrl musyawerrdh BPD.

Paragraf 3
ray"-dp-ilJoorr

Pasal 57

BPD mendapatkan biaya operasion"l yrttg bersumber dari
APBDesa.
tsiaya operasionai se'oagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan
tugas BPD.
alokasi biaya operasional sebagaimana riimaksud pada
ayat (21 dengan memperhatikan komponen kebutuhan
operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

(1)

{21

(1)

(21

(3)

(4) Keputusan BPD sebagaimarr-a dimaksud pada ayat (1)
berdasa.rkan hasil musyawarah BPD.

(1)

lzl

(3)
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Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 58

(1) Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancanga.n Peraturan Desa;
1- *^-^^:.,1,^5 ^^4^u. r11L1r5d.J LrAcLrr Pgr Ld.rrJ.tcl-rr,

c. menyampaikan usul danf atau pendapat;
d- memilih dan dipilih; dan
e. menriapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.
t2\ Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam
musyawarah BPD.

f3l Sr'lain hak sehaonirnan dirnaksrrd nadn e..ret (1,l RpD
\-/ 

vvvqDs-^4--*- 
\-,

berhak:
a. memperoleh pengembarlgan kapasitas melalui

1: 1:1 1 1 r:1 :-1:-- -: - I : - 1 :
IJeITUTOU(alr ualr IJcIauIraII, susrausasr, ucrllUuIIUrIIB,ilII
teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di
dalam negeri;

'b. penghargaan ciari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi; dan

(4) Tata cara pemberian pernghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

(1) Pimpinal dan.:anggota BPD mempunyai hak untuk
memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam

1 -a r /a \ 1 fPasai 58 ayat (i) huruf:e.
(21 Tunjangan sebagaimq.qa dimaksud pada ayat (1) meiiputi

tunjangan pelaJcsanaan, tugas dan fungsi dan tunjangan
lainnya-

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 merupakan tunjangan
kedudukan.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
rnerr rnakan I rtnienoen kineria

Pasal 6O

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (a) diberikan berdasarkan
1.^A..A,.1. +^,{^i^* i-^1^*1-^^^^- DDT-\ALLlL{(f Ur!.arr 4rrEBULal Ltclla-rrr nLlLrrruaSa.aLL DL u.

(21 T\.rnjangan kineq'a sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal58
ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan
beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
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Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 63

Anggota BPD wajib:
u". -"*tgang teguh dan mengamal53" Pancasila,

meiai<sanakan undang-uneiang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka T\rnggal Ika;

b. ;I;;;;k;; r.tfria,rp", demokrasi vans berkeadilan
gender daiam penlrelen ggaraan Pe merintahan De sa ;

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi, kelompok; danf.atau golongan;

d. menghormati. nilai sosial budaya dan adat istiadat

e. menjaga norma dafr,etika dalarn hubungan kerja dengan
iembaga Pemerintah Desa cian lembaga desa lainnya; dan

f. *.ng"*al aspirasi masyarakat,'rnenjaga kewibawaan dan
kestabilan penyelenggaraan Pernerintahan Desa serta
mempelopori 

"p"t y.t.tggaraqn Pemerintahan Desa
berdasar,kan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 61

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam iasal 58 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD
Provinsi, APBD Ka'oupaten dan APtsDesa.

Pasal 62

penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diberikan pada

iingkat Nasionai, Provinsi cian Kabupaten ciaiam 2 (ciua)

kategori:
a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.

Bagian KeemPat
LaPoran Kineria BPD

Pasal 64

BPD wajib membuat Laporan Kinerja BPD.
Laporan Kinerja BPD merupakan laporan atas
pelaksanaan tugas BPD daiam i isatu) tahun anggaran.
Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup"
Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat
serta d"isarnpaikan kepada Kepala Desa dan forurrr
musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan-

(1)

{2\

(3)

(4)
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(5) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
ciisampaikan paiing iama 4 (empati buian setelah selesai
tahun anggaran.

Pasal 55

(1) Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati
sebagaimana dimaksud ciaiam Pasai 64 ayat (a) digunakan
Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan
pembinaan dan penga$rasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

\2\ Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum
musyawarah Desa sebaga-imana dimaksud dalam Pasal64
ayat (4) merupakan vrujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian I(elima
Kewenangan BPD

Pasal 66
BPD berwenarlg:
a mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk

mendapatkan aspirasi;
b menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah

Desa secara lisan dan tertulis;
c mengajukan rancaflgan Peratr-rra-n Desa yan-g menjadi

kewenangannya;
d melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala

rJEiial.,

e meminta keteranga+ tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
menyatakan pendapat atas penyeienggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa;
mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
kestabilan pen5rele,nggaraan Pemer'intahan Desa serta
mempelopori penyelenggaraar, Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
lxen]/-usur: peraturan tata ter-tib BPD;
menyampaikan laporan hasil penga\Masan yang bersifat
insidentil kepada Bupati melalui Camat;

L
al

i

j Menyusun cian menyampaikan usuian rencana 'oiaya

operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk
dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa;

k mengelola biaya operasional BPD;
I mengusulkan pembentukan Fon:m Komunikasi Antar:

Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka

monitoring dan eval'riasi peny"elenggai'aaii Pemerintahan
Desa.
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(1)
(2)

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 67

BPD wajib men5rusun peraturan tata tertib BpD.
Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) ciibahas cian ciisepakati daiam musyawarah BpD.
Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. keanggotaan dan kelembagaan BpD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BpD;
c. waktu musyawarah BPD;
d. pengaturan mengenai pimpinan mLrsyawarah BpD;
e. tata cara musyawarah BPD;
f. tata laksana dan hak men5ratakan pendapat BpD dan

anggota BPD; dan
g. pembuatan berita acara musyawarah BpD.
Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah:
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daJtar hadir anggota BPD.
Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BpD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabiia pimpinan

dan anggota. had-ir lengkap;
h. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BpD

berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawaralt apabila ketua dan

w.-akil ketua berhalangan hadir:; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah

sesuai dengan bidang y"rg ditentukan dan penetapan
pengganfiaLr Al-rggoia BPD aniar=wakiu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BpD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurui e meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
b. konsultasi m.rrg..rai rencan" J"., program pemerintah

c. tata cara mengenai pengawasan
dan

d. ta-ta- cara penampri-ngan ata_r_:_

kinerja Kepala Desa;

penya}:ran a-spir:asi

(3)

(4)

(6)

(6)

masyarakat.
(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan

pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) hur.if f
meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan

Pemerintahan Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa

atas pandangan BPD;
pemberian pandangan akhir atas jawaban atau
pendapat Kepala Desa; dan
tindak la:rjut dan penyampaian pandangan akhir BpD
kepada Bupati.

c.

d.
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(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita
musyaw-arah BpD sebagaimana dimaksuci pacia
huruf g meliputi:
a. pen5ruslrnan notulen rapat;
b. penJrusunan berita uuiu; 

.

c. format berita acara;
d. pena-ndata-nga_nan Lrerita acar-a_; ci_a_ne. penyampaian berita acara.

acara
ayat (3)

(1)

(2)

(3)

BAB VIII
SAITKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

BPD yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu:
a. teg;ran terttliis; Cana/atau
b. dendaadministratif.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
p]<ia ayat izi ri.iiakukan Bupati melaiui Camar, ciengan
tahapan sebagai berikut :

a. 9lT"t membuat teguran tertulis pertama kepada
BPD;

b. dalarn hal S {tigaJ'.hari kerja BpD tidak melaksanakan
tegr-rr:arr,tertulis pe-rta_ma, Camat membr_ra_t teguran
tertulis kedua kepq4e BpD yang dilakukan palinglama
3 [tiga) .,hari tci4a,, sejak" tanggal teguran tertulis
pertama;

c. dalam hal 3 (tiga) hari kerja BpD tidak melaksanakan
tqgqran ,.teltrrlis kedua, Camat membuat teguran
tertulis ketiga kepatia BPD yang diiakukan paiing iama
3 (tiga) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis kedua;
dan

d. JJ"* hal BPD tidak melaksanakan teguran tertulis
ketiga sebagairneea dimaksud pada huruf c, Camat
menjatrrhkan denda adminsitratil berupa- tidak
dibayarkannya hak keuangan BpD selama 3 (tiga)
bulan.

(1)

BAB VIII
PIMBINAAN DAN PENGAUIASAN

Pasal 69

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di wiiayahnya.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat
Daerah yang membidangi urusan Desa.

(2)
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(3) Pembinaan dan pengawasan seLragaimana dimaksud pada

ayat (i), meiiPuti:
;. memfasilitasi dukungan kebijakan;
b. men1rusun Peraturan Daerah Kabupaten;

c. memberikan bimbingan, pemantau' evaluasi'

pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

ct"meiaksana-kanLrimt-lingantek_nisserta_penelidika-nd-an

e. trjfrt1fit"f,itJliEiffi", atas prestasi pimpinan dan

anggota BPD-

BAB f,K
PEHDAilAAIi

Pasal 70

Pend.anaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b. An[[aran Penciapatan cian Beianja Daerah Kabupaten;

c. enf[aran Pendapatan dan Bglanja Desa; dan

d. suilber lain yang sah dan tidak mengikat'

BAB X
KBTEIT-.TUAIT LAIIT. LAIN

Pasal 73

Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status
desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atam
iebih menja<ii L (satu) desa, pemekaran atau
penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya.
Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
penghargaan dan/atau pesangon sesr.rai d'engan
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabuoaten.

, ,: : pasal 71

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD

sebagalmana tercantur,n dalam lampiran yryg merupakan
ba*i;n tidak terpiSahkarr- dari Peraturan Daerah ini.

(1) Desa Adat wajib,membentuk lembag3 Y?.g memiliki fungsi
menampung dan mqnyalurkan aspirasi masyarakat serta
penga,#.asaa da-lam penyelenggaraan Pernerintahan Desa

(2) Susunan kelembagaafl, pengisian jabatan, dan masa
jabatan anggqta iernba$a sebagaimana dimaksuci pada ayat
(1) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

(1)
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BAB ]U
I{Et.EilTt,ATS PERALI}IAIS

Paeal ?4

Anggota. BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya
Perafuran Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai

rrtasa jaba.tarinya riaa n:.enyesuaikare dea'rgan ketenftran <iaiam
peraturan Daerah ini paling lambat 2 {dua} bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KtsTEI5?UAI5 PET{{'T[,P

Pasal ?5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakr.r, Perafi;ran
Daerah Kabupaten Barito Selata.n Nornor 4 Tahun 2006
tentang Badan Pernrusyanxraratan Desa fi,ernba.ran Daera-h

Kabupi.ten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 4) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Perafi:rare Daerah ini rruIlai berlaku
diundangkan.

pada tanggal

Agar setiap ora1lg rreengetahu.inya, nrernerirrtahka.n
pengundangall Peraturan Daerah ini derrgaa penempatannya
dalam Leatbaraa Saerah Kabrrpa-ten tsaritc Selata*"

Buntokj - .r {::.,
di

_3t 2*19

SELATAN,

A SAIVTSURI

Diundangkan di Buntgk
2019

ARIS DAERAH
SELA?AN,

rfrqNr
DAEBAH KAtsUPATEN BARITO SEI"ATAI{ TAHUN

NOREG PERA?URAN DAERAH KAtsUPATEN BARIrc SELATAN
PROVINSI KALXMANTAN TENGAH . ')-'sl': l2AW

6p,u l*-&I f{w
2019 NOMGR

30

1 November

1 November 

03,99
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T.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Nol,{oR : TAttu}.l 2019
TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UMUM
Desa rnerupakan unsur penyelenggara pemerintahan

terkecil di dalam wilayah Republik Indonesia. Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang ber-wenang uniuk mengatur cian mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur
penyelengaraan pemerintahan desa telah ditetapkan Undang-
Lrndang Nomor 6 Tahun2}l4 tentang Desa ya-.rg ditindaklanjuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ZAL+
tentang Desa sebagaimana telah <iiubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah:gLn 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undqng Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
yangmenggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5

tentang Desa- Dengan ditet4Bkanrrya Peraturan Pen:ndang-
und"angan tentang Desa yang baru, maka seluruh kegiatan
pemerintahan, pembangunan.,dan pelayanan kemasyarakatan
yang peiaksanaarLrlya mengaclr r pada :ketentuan lama, suciah
harus ditinjau kembali agar tidak terjadi permasalahan hukum ke
depan.

Berkenaan dengan adanya' aturan terbaru tentang desa
tersebut salah satu peranght'h-ukum yang harus segera diganti
vakni Peratrrran Daerah, Kabupat-e.n Barito Selatan Nomor 4
Talrun 2006 tentaag Badqn Permusyawaratq4 Desa. Mengingat
BPD merupakan mitra Pernerintah Desa yarrg akan melakukan
sejumlah tugas cian kewenangan diantaranya pengawasan
terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa baik berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun
pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang
Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan. Dengan
demikian maka, untr-rk menjawab tuntr:tan regr-rlasi terba-ru
tentang desa sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan tentang tentang Badan Fermusyawaratan Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

far rLr ,- iol o cvurluP jurqu'

Pasal 4
Cukup jelas.

II.

3



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
A_vat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup leias
Ayat (3)
Contoh Simulasi Calon Anggota BpD
- Desa yang memiliki Dusun
- Jumlah RT Desa Jumlah 12 (RT) ( 2 Rf di Dusun): Jumlah RT di dalam Desa Induk 12 piT * 2 pJ di Dusun =

10 RT
- Keterwakilan Wilayah Anggota BPD : 5 {lima) orang

Jumlah RT (10)

5 (iimai or-arlg - i keter-w-airiian pererrrp-r-tan - 1

keterwakilan Dusrrn

3
:2evrv

= 3 atau 4 RT yang digabung menjadi 1 Daerah
pemilihan berdasarkan jumlah penduduk.
Pemilihan untuk mernilih 1 {satu} orang calon
Anggota BPD.

. ;. , , .a 
.

- Desa yang tidak,inemiliki;DuSUn,. , 
l

Jumlah RT Desa 12 ffii,.,,..,
Ke'r-erw-akilan'vVilayahrr $nggoia B PD : 5 orang

Jumlah',RT.12

5 (1ima),.orang - 1, ketennrakilan pgrempuan

12

5- 1

12

4

: 3 RT menjadi I Daerah Pemilihan untuk memilih 1

orang anggota BPD.

Pasal 7
Cuicup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O
Cukup jelas.

Pasal 11
(-r rlzr rn ial o ovur\sy Jvr4gr



Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal L3
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal l8
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 2O
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 ,, t,, 
,

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas. , '..
Pasal 25

Cukup jelas- ,,.,,
Pasai 26

Cukup jelas.
Pasal27

Cukup jelas.
Pasal 28

.:-

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 3O

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasai 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jeias.

Pasal 37
Cukup jelas.



Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 4O
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 5O
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas,

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 6O
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
(-r rlzr rn icla ovu[sl/

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

:t.



Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Culmp jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 7O
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas,

TAMBAHAN
NOIUiOR 5'



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2O7s
,TE']\TTFA hIT\
I IJIT I ..-l.IT \I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. BUKU AGENDA SURAT KELUAR

Mengetahui ...,.,fd Bulan Tahun KqlUa BPD-.... Sekretaris BpD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat
masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 cliisi dengan nomor surat keiuar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6

diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlrrkan

IIU tatr^^ 
^rlruruuAL

SURAT KELUAR

NOMOR TANGGAL
HAL
& ISi

SINGKAT
TUJUAN

I n e 4 t-



NO TANGGAL

SURAT MASUK

KET

NOMOR TANGGAL
NAMA

INSTANSI
DFN(}IPIil,I

HAL & ISI
SINGKAT

1 2 3 4 5 6 7

2. BUKU AGENDA SURAT MASUK

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan srrrat masuk
yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
Kolom 5 diisi deng4n n insqnsi y.ang'rne!#4ka,q surat

Kolom 7 diisi denga4 kete.r lain j1la,diper}glqn,,



3. BUKU EKSPEDISI

NO.
URUT

TANGGAL
PENGIRIMAN

TANGGAL
DAN

NOMOR
SURAT

HAL & ISI SINGKAT
SURAT

TUJUAN
SURAT

KET

I 2 3 4 5 6

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
Kolom 3 diisi dengan tanggat dan nomor surat yang dikirim
Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
Kolom 5 diisi dengan instansi yang ditrju
Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada



4. BUKU DATA IM/ENTARIS BPD

NO

.}EMS
BARANG/

BAIIGUNAN

GADSAN BARANG/
BANGUNA]Y AWAL

TAHUN

I(ESN
BARANG

/BANGIJNAN
AIGIR TA]IUN

IG?

APB&q

BANTUAN

SUMAANGAN BAIN RUSAl( RUSAK DL]UAI, DISUMBANGtrAN
TGL

MGllmSAN BAIT' RUSAI(lWr&
I(OTA

5 6 IO t1 12 l{ 16

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

rglbangunan pada awal tahun
..

Kolom 1O s.d.13 diisi de*gan pililtat*.darit gg4! penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan piliha1r keadasn barang/bangunan pada akhir.. :

tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada



5. BUKU LAPORAN KEUANGAN BPD

PENGELUARAN
(RP-)

PENERIMAAN
(RP.)

Mengetahui .....,Tg1 Bulan Tahun Ketua BPD""'
Sekretaris BPD...-.

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nom€r secara- pi '',



6. BUKU TAMU BPD

Kolom 6 diisi dengan
Kolom 7 diisi dengan

Mengetahur ....-,Tg1 Eulan Tahun Kctua BPD""' Sekretaris BPD-----

Cara Pengisian :

Kolom 1 dii si den gagr, -nomor urJrta{} sel-r13r,fceda.t3!,q1 f ',Fr'nu

Kolom 2 diisi aengaor keda$lqq
Kolom 3 diisi d.engan nama tamu
Kolom 4 diisi dengqa jabatarr tarrru' ' ,,:,,'.-' -;,' . . . ,

Kotom 5 diisi dengq4,al . aI ins,$$!9.1'

:::
;:.



7. BUKU DATA ANGGOTA BPD

{o NAMA
NIP JEI\IIS

6.III-AMrl\

TEMPAT,
TANGGAL

I.AHIR
AIITVh JABATAN

PENDIDIKAN
r F,ttAl{.t{tt(

NOMOR DAN
TANGGAL

KEPUTUSAN
PENGANGKATAN

NOMOR DAN
TANGGAI,

KEPUTUSAN
PEMBERHENTIA

N

KET

1 2 3 4 5 6 7 B I 10 11

Mengetahui .....,Tg1 Bulan Tahun Ketua BPD.....
e^L--+^;- ElDn

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan
pada Badan Permusyawaratafl Desa
Kolom 2 diisi dengan narna lengkap anggota
Kolorn -q diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 5 diisi dengal tempatfkota kelahiran dan tanggal, bulan serta
tahun keiahiran anggota
Kolom 6 diisi dengan agarna yang,diartut,',.':'. :

Ifnlnm 7 rliiai dpnrvarr iahafanrauiulir . uiigr uvrrbsrr.r***::::-

Kolom 8 diisi dengan pendidikan-'formal ter*hir
Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal,,.bulan dan tahun
keputusan pengangkatan
Kolom 1O diisi dengan nomqr se{ta.ta.nggal",bu1qn dan tahun
keputusan pemberhentian '

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan



8. BUKU DATA KEGIATAN BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang
ciiiaksanakan
Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
Krolcm 3 diisi dengan jenis kegiatan
Kolom 4 diisi aeng n personil/anggota BPD yang melaksanakan

kegiatandimaksrrd'.,.." ,' , ' , .,
Kolom 5 diisi dengan aserl €: g dil*gatrakart':dhg Spa,yang

dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
Kolom 6 diisi dengan keteransanf;i${9,1ff}Q ,$ dipeqlukan.

NO.
HARI

/TANGGAL
JENIS KEGIATAN PETAKSANA

AGENDA DAN HASIL
KEGIATAN

KET

I 2 3 4 5 6



9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

Seloretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggaf aspirasi disampaikan
Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyarnpaikan
aspirasi
Kolom 4 diisi dengat aspirqsi,y'apg :disampar&qe,
Kolom 5 diisi dengas thngtr< ,.tindak lanjut serta.pi_h#ryqng diminta

menindakianjuti aspirasi.

|:

NO
HARI/

TANGGAL
NAMA/LEMBAGA PIHAK

PEI\TYAMPAI ASPIRASI
ASPIRASI YANG
DISAMPAIKAN

TINDAK I.ANJUT

1 2 J 4 5



10. BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Cara Pengisian :

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET

I 3 Af 5



1 1. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

Cara Pengisian :

dilaksanakan

materi rapat-

Mengetahui .....,T91 Bulan Tahun Ketua BPD.....
Sekretaris BPD.....

Kolom 1 dlisi dengan nomor sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat

NO HARI/TANGGAL MATERI RAPAT PESERTA
RINGKASAN

PEMBAHASAN

1 2 3 4 5



12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD

Sekretaris BPD....-

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor
Peraturan/ Keputusan BpD yang ciitetapkan

Kolom 2 diisi dengaq nemor., tanggal, buleq dan tahun peraturan/
Kenrrtrrseur BPD

Kolom 3 diisi aengan iuad/penamaan peratur*illr"iutusan BpD
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah

ditetapkan dengan Peraturan/ Keputusqn BpD
KoIom 5 diisi dengan cataid.atau

NO. NOMOR, TANGGAL
PERATURAN / KEPUTUSAN BPD

TENTANG URAIAN SINGKAT I{ET

1 2 3 4 5



13. BUKU DATA PERATURAN DESA

NO

NOMOR DAN
TGL PERATURAN

DESA
TENTANG

URAIAN
SINGI'AT

NOMOR DAN
TGL

KESEPAKATAN
KET

1 2 r) 4 5 6

Mengetahui .....,T91 Bulan Tahun Ketua BPD..... Sel<retaris
BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi seca-ra bemrutan sesuai dengan nomor uryt.
Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun
peraturandesa di+.etapkan.
Kolom 3 diisi dengan juduVpenamaal peraturan desa.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah

Kolom 5 diisi dengan nomor d ggal&putusan BPD tentang
kesepakatan atas rancacg pgfa@an desa-

Kolom 6 diisi dengan catatan a*m pqqiela5An lain jika diperlukan.



14. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah
desa
Kolom 2 diisi dengan,hari;.tranggal, b.r1a+ dan tahun pelaksanaan

musyawariah,'desa
Kolom 3 diisi dengan judul/penarnaanThal strategt$ yang

dimusyawarahkan

NO HARI/TANGGAL TENTANG/HAL
STRATEGIS

POKOK-POKOK KEPUTUSAN KETERANGAN

I 2 3 4 5



15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Mengetahui .....,Tg1 BulanTahun Ketua BPD.-.-- Sekretaris
BPD.,...

Cara Pengisian:
Kolom 1 diisi seca-ra berurutan sesuai dengan pelaksanaan

musyawarah perencanaan psrnbangunan desa

Kolorn 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan fahun pelaksataaan

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok'u*ulan dan atau kegiatan
kepuhrsan musyawarah'-' pere$aanaan p€mbangunan desa

Kolom 4 diisi secara singkat deng;arater:i'pokok.yang telah
ditetapkan dengalr keputusaq mu$yawarah peren carraan
pembangunan desa ,r..:.: ", ., ':

Kolom 5 diisi dengan catatan atau pe4jelashn lain jika diperlukan

NO HARI/TANGGAL POKOK-POKOK USULAN/ KEGLATAN KE-TERANGAN

i 2 .) 4



I. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

KABUPATEN
Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun anggaran

L Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ...

tentang Badan Permrrsyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun

.... tentang Desa I Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat keputusan Bup- ti/Walikota tentang peresmian

anggota BP-D peri,o@,:...;',paffipai ......
4 . Keputusan ,BPD '.N,strlcr ,,,; ;. .tahun , ,,. . tentang

Penetapan kinerja BPD tahun anggaran ....."."

il. Pelaksanaan:tuga* 
.BPP": " '

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunarr:d,an atau. pembahasar peraturan desa;
a T)^-^:-r^^- r,^^l^^- l-^-l--^:f l^l^- ^^---^1^-^J. rtrrrurPtzliarl rf.Eauiaianr l1'urltrLttirr Ltir-ralrr PErr-vErErlH,H,ir_rir-aarr

pemerintahgg desa;,
4. Pelaksanaan'tugas larn;,

b. pelaksanaan musyawarah desa
c. pelaks o;:t&a-;rt musyawara-h pereiicanaan

pembangunan desa
d. pelaksanaan kerjasama antar desa
e. ..... d11.

5. Pelaksarraan pengawasan kinerja kepala desa.
5. PeLaksanaan Evaluasi lapcran keterangan

penyelenggaraa.n pemerintahan desa.



uI. Penutup

Denaikian laporan kinerja ini sebagai pertanggtlnglawaban

BPD dalam penyelenggara.an pemerintahan desa

Badan Perrnu*yawarata:r Desa

Ketua,

..........)

YA SAMSURI


